Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by Analisis Harga Pokok Produksi Rumah Pada

SKRIPS|

ANALISISLAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PELALAWAN

Digjukan Sebaga Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Daam Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan [Imu Sosial
Universitas Isslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh

UMI RIYANTI
10773000075

PROGRAM S|
JURUSAN AKUNTANS

FAKULTASEKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITASISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011


https://core.ac.uk/display/300819013?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

ABSTRAK

ANALISISLAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN
PELALAWAN

OLEH : UMI RIYANTI

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air
Kabupaten Pelalawan yang merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah di bidang pembangunan. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui apakah laporan keuangan Pemerintah pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan sudah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 13 Tahun 2006. Ada beberapa masalah yang ditemui dalam penelitian
ini antara lain : dalam mempertanggungjawabkan keuangannya tidak sesuai
dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, jumlah penerimaan lebih kecil dari
pada pengeluaran dan realisasi terhadap nilai kontrak serta kinerja Pemerintah
Daerah.

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan dan penelitian
lapangan dengan pejabat yang terkait, setelah itu data yang telah dikumpulkan
dianalisis secara deskriptif yaitu membandingakan keadaan yang sebenarnya
terjadi dengan teori-teori yang relevan, guna memperoleh hasil penelitian untuk
masalah yang ditemui terkait dengan pelaksanaan pelaporan keuangan
pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan.

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis pada masalah yang
ditemui dalam penditian ini, diperoleh hasl bahwa laporan keuangan
pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan
belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Sehingga dari hasil penelitian
tersebut, penulis mencoba memberikan masukan, solusi serta saran-saran bagi
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan agar dimasa
yang akan datang diharapkan sistem keuangan pemerintah daerah akan lebih
baik serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini tef@mbuka suatu
wawasan baru mengenai kewenangan terhadap peragel@aangan pemerintah,
baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengapisahnya sistem
pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran tildgau membuat
sistematis pemerintahan juga mengalami perubalmusulsnya pada pengelolaan
keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utangi pambuat keputusan
dipemerintah.

Pemerintah mempuyai tujuan utama memberikan jase pEayanan
kepada masyarakat, untuk itu diperlukan akuntaremgy berbeda dengan
akuntansi komersial pada umumnya, lembaga pemeantharus menyediakan
sumber-sumber tertentu dengan sukarela dan memuungut dari masyarakat
dalam bentuk pajak yang diurus secara efektif dgnnékan untuk pelayanan
yang bermanfaat.

Meningkatnya tuntutan terhadap transparasi dan tahilitas,
mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintahg#ilingan sektor publik
juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi aelaimhanya diterapkan
secara utuh, pada organisasi sektor swasta. Hdlsebabkan karena banyaknya
aparatur pemerintah yang belum begitu memahamipariting dari akuntansi

pemerintahan, baik dari segi ilmu maupun dari segraktek.



Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat mendelnadua peraturan
yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangepetah daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertigdoarkeuangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Setelah keluarnyaakaddang-undang tersebut,
pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturakgaglaan yaitu diantaranya
adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun B&f@i@ng pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah dan sekararah dickvisi menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentargjerBi Keuangan
Pemerintah yang memberikan yang memberikan defdarsiadap akuntansi
pemerintahan daerah sebagai proses pencatatanigdaagedan pengikhtisaran
denga cara tertentu dalam ukuran moneter, transakskejadian-kejadian yang
umum bersifat keuangan termasuk pelaporan-pelapatas realisasi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asasnaotdan tugas pembantuan
dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sid@mprinsip negara kesatuan
Republik Indonesia.

Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya ditetapkaraf@ran Pemerintah
No. 13 Tahun 2006 sebagai kelanjutan pemerintabkuntemperbaiki sistem
keuangan pemerintah daerah, agar :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pangxdndangan,
efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan lbggangjawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfa&t masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalann sisiem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang seteun ditetapkan

dengan peraturan daerah.



Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporannggutagjawaban
pimpinan atau manajer perusahaan, karena laporarangan merupakan
gambaran keuangan dari transaksi-transaksi dastiperiperistiwa yang terjadi.
Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagk pamerintah untuk
mengambil kebijakan dan keputusan, juga informasiji Ipihak luar pemerintah
seperti perusahaan, bank, investor, maupun cal@stor. Kepentingan pengguna
laporan keuangan berbeda, sesuai dengan kepentimgsaing-masing. Laporan
keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangstghn sekali.

Laporan keuangan menurut pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah

3. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Oleh karena itu laporan keuangan mengambil kepaotusantang
pencapaian kinerja program dan kegiatan realisaistgpaian terget pendapatan,
realisasi penyerapan belanja dan realisasi pengerg@mbiayaan. Berkaitan
dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku ggadaini di negara kita,
masalah pengelolaan keuangan daerah telah memgduatian umum bagi para
pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkagat maupun tingkat
daerah. Di era reformasi ini, pemerintah telah kétan perubahan penting dan
mendasar untuk memperbaiki kelemahan dan kekuraypgag ada serta upaya
mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembandaeiah dalam upaya

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Dengan berbagai perubahan dalam pengelolaan dasarja keuangan
daerah tersebut di atas membuat penulis tertarikkumelakukan penelitian.
Penelitian ini akan diadakan pada Dinas Bina Maiga sumber Daya Air
(Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan.

Adapun masalah yang ditemukan penulis pada Dinas Blarga dan
sumber Daya Air (Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawdalah sebagai
berikut:

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (Pekerjaan inKabupaten
Pelalawan dalam mempertanggungjawabkan keuangarya hanenyajikan
Laporan realissi Anggaran saja karena Dinas BinggMaan Sumber Daya Air
(Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan tidak melakylenyusunan neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuaHgami tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang d&tamkuntansi
Pemerintahan. Hal ini akan menyebabkan :

1. Para pengguna laporan keuangan tidak bisa merelmaikpuan Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalavdaiam
menghasilkan arus kas.

2. Laporan keuangan tidak bisa dipahami oleh pembacara luas yaitu
masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriisak yang memberi
atau berperan dalam proses donasi, investasi damnjgenan serta
pemerintah.

Permasalahan yang lain adalah dalam  perhitungan at sur
pertanggungjawaban bendahara pada Dinas Bina Minga Sumber Daya Air
(Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan tahun 200%tddpihat jumlah

penerimaan pada kolom SPJ UP/GU/TU (Surat Pertamggaawaban, Uang



Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang) sebesdr.4G3.338.562,- sedangkan
jumlah pengeluaran pada kolom tersebut Rp. 1.634666,-. Maka dalam
perhitungan pada SPJ UP/GU/TU Tahun 2009 terdapésitd sebesar Rp.
178.027.304,-. Hal ini bisa terjadi karena dampak ckalisasi kegiatan di tahun
lalu yang tidak selesai ,sehingga kegiatan itu$drianjutkan di tahun berikutnya
dengan anggaran tahun tersebut yang kemudian akaamibah pengeluaran.
Seharusnya menurut kaidah dalam suatu usaha jyretadrimaan haruslah lebih
besar dari pada pengeluarannya. Sama halnya depgaporan keuangan
pemerintah, jika jumlah penerimaan lebih kecil geila mengeluaran maka akan
berdampak defisit anggaran yang harus ditutupi.

Permasalahan berikutnya adalah pada kolom Pekefdein Penyedia
Barang Dan Jasa, terdapat kolom Nilai Kontrak dengaominal
Rp. 283.717.359.906,30 dan Realisasi dengan nilamimal Rp.
205.177.162.742,75. Artinya realisasi dari nilainkak proyek tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakanumérperjanjian kontrak,
proyek harus diselesaikan sekurang-kurangnya 9(ha&kalender, namun pada
kenyataannya realisasi tidak dapat dicapai karemalda lingkungan yang tidak
mendukung untuk menyelesaikan proyek, disampingmasyarakat tidak bisa
menerima dengan adanya pekerjaan proyek terséffiormasi yang perlu
diketahui bahwa proyek ini belum selesai pada tateusebut, sehingga harus
diselesaikan pada tahun berikutnya. Karena pemcaiaaa dilakukan pertermin
yaitu pertama pada saat proyek akan dimulai, selayg pada saat proyek selesai
sekitar 70% dan sisanya diambil di akhir proyekmnoa karena proyek tidak

selesai maka dana yang tersisa harus dikembali&k&akdaerah.



Selanjutnya masalah lain yang ditemui penulis ddiéderbatasan sumber
daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarang gangat minim, akibatnya
laporan yang dibuat cenderung apa adanya dan ®fialen. Disamping itu
masalah sumber daya manusia menjadi hal dominamy yemlu dibenahi,
mengingat kompetensi para pelaksana keuangan dganghbelum tersosialisasi
secara luas tentang penyusunan APBD berbasis &irsetpagai dasar dalam
pelaksanaan penyusunan keuangan daerah yangriaisparan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makaipenerasa tertarik
untuk melakukan penelitan dengan judulANALISIS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PADA DINAS BINA MARGA DAN

SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PELALAWAN".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah ganglis kemukakan
di atas, maka perumusan masalah dalam peneliiiadaah sebagai berikut :
“Apakah Laporan Keuangan Pemerintah pada Dinas Bliaaga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan telah sesuagate Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar AkanRemerintahan

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahur6200

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakaporan keuangan
pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber DayaKAbupaten

Pelalawan telah sesuai dengan Peraturan PemehiataB4 Tahun 2005



tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penatdenteri Dalam
Negeri No. 13 Tahun 2006.
2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis dibidang Akuntagsarss umum
dan dibidang Akuntansi Keuangan daerah secara &hudimana
penulis dapat melihat secara langsung praktek akantlaporan
keuangan yang diterapkan pada Dinas Bina MargaSgmmber Daya
Air.

b. Bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabup&efalawan,
dari hasil penelitian ini merupakan masukan yangataligunakan
untuk memperbaiki dalam menyempurnakan pelaporamarigan
pemerintah.

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yangakuilan penelitian

dengan judul yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan DiBas Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan Jalan Pamoag Pfawasan
Bhakti Praja No. 04. Pangkalan Kerinci.

2. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut
a. Data primer yaitu : Data yang diperoleh dari Difgisa Marga dan

Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan melalui wawanda@mudian



diolah dan disusun kembali oleh penulis, mengenasgs Pelaporan
Keuangan Pemerintah.

b. Data skunder yaitu : Data yang diperoleh dari DiBas Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan dalam bentdk meperti
sejarah singkat Dinas Bina Marga dan Sumber DayaKAbupaten
Pelalawan dan strukur organisasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu :

a. Teknik dokumentasi yaitu metode ini dilakukan dengaempelajari
literatur-literatur, baik berupa undang-undang,apg@an pemerintah,
surat edaran dan buku-buku yang berhubungan deAgantansi
Pemerintahan.

b. Penelitian lapangan yaitu metode ini dilakukan @engnelakukan
pengamatan proses pelaporan keuangan daerah pzeaBEdna Marga
dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan, sertaatentelakukan
wawancara dengan pejabat yang terkait.

4. Analisis Data
Dalam penyusunan penalitian ini, penulis menggumakeetode

Deskriptif dengan membandingkan antara praktek w@ni yang ada.

Kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikatach bentuk skripsi.

Menurut Travers dalanHusein Umar (2003 : 55)metode deskriftif

bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yamgake berlangsung

pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-s#dralsuatu gejala

tertentu.



E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusungrsskn, maka penulis

membaginya dalam lima bab, seperti yang diurailk@and sistematika penulisan

berikut ini :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, perumusan aasalan dan
manfaat penulisan,metode penelitian serta sisteenpéinulisan.
Telaah Pustaka

Menguraikan pengertian Akuntansi dan Pelaporan #Kgama
Pemerintah, Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuaiganerintah,
Tujuan penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sistemea®atandan
Dasar Pengakuan Akuntansi keuangan Daerah, Kaisdliter
Kualitatif Laporan keuangan, Unsur Laporan Keuangadan
Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan dengan té&ksin
Perusahaan.

Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya A
Kabupaten Pelalawan

Diuraikan tentang sejarah singkat, struktur orgasijsvisi dan misi
serta tugas dan fungsi Dinas Bia Marga dan SumbaraDAir
Kabupaten Pelalawan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelasakan Analisis Pelaporan Keuangan Pemerirdalalisis

Laporan Kegiatan dan Pemahaman terhadap Laporamkan.
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BABV : Penutup

Dikemukakan tentang kesimpulan yang diperoleh daasil

penelitian yang dilakukan serta memberikan sarasmsdan juga

bagian penutup.



BAB 11

TELAAH PUSTAKA

A. Akuntans dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah ybaif, laporan
keuangan yang disusun harus dapat menyajikan lap@ag dapat memenuhi
kebutuhan berbagai pihak,baik intern maupun ek$§temomena yang sekarang
muncul adalah adanya tuntutan transparansi yangcemaimkan akuntabilitas
publik oleh lembaga-lembaga publik, terutama pemntai.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengada gtandar
Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan @&taA@tuntansi Keuangan
IAl. Saat ini, secara garis besar Standar Akunt&eiangan berisi 59 PSAk
beserta kerangka dasar penyusunan dan penyajiaardmageuangan yang
mendasarinya. Standar Akuntansi Keuangan yangagkan oleh 1Al merupakan
hasil adaptasi damternational Accounting Standard.

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi sering disebut dengan “bahasa bisnisérkarakuntansi adalah
sebuah sistem informasi yang menyediakan lapogzorda bagi pihak yang
berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan Ilsbnsiebuah perusahaan.
Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses patenat pengukuran dan
penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakaags dasar pengambilan
keputusan atau kebijakan. Informasi tersebut disajidalam bentuk laporan

akuntansi atau lebih dikenal dengan istilah laporakeuangan.
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American institute of certified publik accountingICPA) dalam Sofyan
Syafri Harahap (2005 : 4) mendefinisikan akuntansi dengan pengertian sébaga
berikut :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan geengiktisaran

dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,da#tei dan kejadian-

kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan terknasanafsirkan
hasil-hasilnya”.
Abdul Halim (2002 : 6) memberikan definisi akuntansi yang diterjemahkan
sebagai :

“ Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa. Fungsingdalah penyediaan

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat kegan, tentang satuan-

satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pendamiieputusan
ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yangdatjantara berbagai
tindakan alternatif”.

Menurut Langenderferdalam Mardiasmo (2002 : 160) mendefinisikan
akuntansi dengan pengertian sebagai berikut :

“Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran datersi komunikasi

untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial ategtu entitas yang

dapat didefinisikan sehingga memungkinkan pemakduku membuat
pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sundpga yang optimal
dan tingkat pencapaian tujuan organisasi”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diskapuahwa informasi
akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasagambilan keputusan
ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dagikidisarkan transaksi-
transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk d@pdweungan. Akuntansi

digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan dan roefap teransaksi-transaksi

ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



a. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yaedgditan dengan
lembaga pemerintah dan lembega-lembaga yang tidaican laba. Walaupun
lembaga pemerintah senantiasa berukuran besarnnsehagaimana perusahaan
yang tergolong sebagai lembaga mikro. Sehingga taksn pemerintah
sebagaimana akuntansi perusahaan, digolongkarsg@ldayai akuntansi mikro.

Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai medtaai teknik dan
analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelalana masyarakat di lembaga-
lembaga tinggi negara dan departemen-departemepawlahnya, pemerintah
daerah, BUMN,BUMD,LSM dan yayasan sosial maupunapptyek-proyek
kerja sama sektor publik dan swa@tadra Bastian, 2005 : 15).
b. Pengetian Akuntansi Menurut Syariah

Suatu pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan saatu unit
ekonomi lain yang menyangkut penyusunan berbagaorda periodik dari
catatan tersebut sesuai dengan syariat islam. aapaporan itu yang sifatnya
umum ataupun khusus memberikan informasi yang bergepada para manajer,
pemilik kreditur ataupun debitur, lembaga pemehintiaan masyarakat umum.
Yang penting adalah semua pencatatan tersebut lsasisi dengan prinsip
syariah (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist) sertasjg-prinsip akuntansi yang
diterima umum.

Akuntansi dalam perspektif islam juga berhubungangdn pengakuan,
pengukuran, dan pencatatan transaksi-transakgpet@yajian mengenai kekayaan

dan kewajiban-kewajibafRifqi Muhammad, 2008 : 10).



Akuntansi menurut perspektif syariah dalam melakyk@ncatatan urusan

yang diterangkan dalam surah Abaqgarah ayat 282 :
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabilanka bermu'amalah[179]
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, dagdeh kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis darantkamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penuligygan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannyaarhekdaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutangniengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bkwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpunripdala
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lenaddalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu gmelakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujurand



persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orarapagr lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (bglseorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kadhai, supaya
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkanigaganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apahitereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yamgkiin itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan péwsian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (&hlis
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada doagilxamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apal@tadk berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit meitiah. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya habhdalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada AllaNlah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesu&sS. Al-
Baqgarah : 282)

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenartalusmelekat dalam
sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebutuesaja telah menjadi dasar yang
universal dalam operasional akuntansi syariah.

2. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memetuian umum
pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi tkkbln khusus
pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangaeiipati semua laporan dan
berbagai penjelasannya yang mengikuti laporantiatse

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan mymentitas
pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporanakgan yang disusun
untuk kebutuhan khusus. PSAK mendorong peggunadh d&am penyusunan
laporan keuangan bertujuan khusus apabila diparluka

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasdspasisintansi yang

dapat memberi informasi tentang posisi keuangarerjd dan perubahan posisi



keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakapersunformasi yang

bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam péilgarkeputusan ini dapat
berasal dari dalam (internal) maupun luar (ekt¢rraérusahaan. Laporan
keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangstghn sekali.

Disamping sebagai sumber informasi bagi manajepemijlik perusahaan
maupun pihak lain yang berkepentingan, laporan rkgamma yang disusun oleh
manajemen juga berfungsi sebagai alat pertangguaggn (Accountability)
pada akhir suatu periode.

Laporan keuangan dibuat pada waktu-waktu tertentutuku
menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertlamulaba rugi operasi
dalam suatu periode tertentu. Periode yang dima#talaim definisi tersebut dapat
untuk masa satu bulan, satu kwartal, satu semesttr,tahun atau untuk masa
jangka waktu yang lain.

MenurutBelkaoui (2002 : 10), laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar
keuangan yang menyediakan informasi yang menddsgpuusan ekonomi.
Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatansi informasi akuntansi
dan alokasi sumber daya secara efisien.

Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancatog mnenyediakan
informasi keuangan suatu badan usaha yang akamakgn oleh pihak yang
berkepentingan seperti pihak manajemen, investaeditor, pemerintah
masyarakat dan lainnya. Mereka menggunakan lapd@nangan untuk

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbBdsmmping sebagai

informasi, laporan keuangan juga digunakan sebbghan prtanggungjawaban



juga dapat digunakan sebagai indikator kesuksesatu sperusahaan dalam
mencapai tujuan.

B. Prinsip Akuntans dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Arifin Sabeni (2001 : 105) sistem akuntansi suatu lembaga
pemerintahan harus :

b. Menunjukkan bahwa semua ketentuan hukum dan pemgrgadangan
telah dipenuhi.

c. Menentukan secara wajar dan dengan pengungkapansgengkapnya
atas posisi keuangan dan hasil operasi dana.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksbdgsi ketentuan
yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standarndgi@nyusunan standar
akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan peapdeuangan dalam
melakukan kegitannya, serta oleh pengguna lapogaarigan dalam memahami
laporan keuangan yang disajikan. Berikut adalahsppiyang digunakan dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. BasisAkuntans
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keupgmerintah adalah
basis kas untuk pegungkapan pedapatan, belanjapeariayaan dalam
laporan realisasi anggaran dan anggaran akruak ymgongungkapan asset,
kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kasmdadgoran realisasi
anggaran berarti bahwa pendapatan diakui padakaaaliterima direkening
kas umum daerah atau oleh entitas pelapor danjaedéakui pada saat kas
dikeluarkan dari rekaning kas umum daerah atadasnpielapor. Pendapatan

dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihakdaerg dalam bentuk barang



dan jasa di sajikan dalam laporan realisasi angg&asis akrual untuk neraca
berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas darkuiddan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian &@ndisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa meatigarhsaat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

. Nilai Historis (historical cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setagmkggibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk meargdeh aset tersebut pada
saat diperoleh. Kewajiban dicatat sebesar jumlah dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiiamasa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. iNstairis akan lebih dapat
diandalkan daripada penilaian yang lain, karermhlebjektif dan dapat
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai higgrdapat digunakan nilai
wajar ases atau kewajiban terkait.

. Realisas (realization)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yanly tetdorisasikan melalui
anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akgonakan untuk
membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

. Substans Mengungguli bentuk Formal (substance over form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajansaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan sesuagaersubstansi dan realitas
ekonomi, ini bukan hanya aspek formalitasnya. Apabubstansi transaksi

atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbedaae aspak formalitasnya,



maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dzatatl atas laporan
keuangan.

5. Periodisitas (periodicity)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entials mlibagi menjadi
periode-periode pelaporan sehingga kinerja entigsat diukur dan posisi
sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periatlema yang digunakan
adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanmesteran juga
dianjurkan.

6. Kosistens (consistency)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan padai&eja@ng serupa dari
periode oleh suatu entitas pelapor (prinsip koesgtinternal). Hal ini tidak
berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan datu saetode akuntansi ke
metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi ydipgkai dapat diubah
dengan syarat bahwa periode yang baru diterapkampmamemberikan
informasi yang lebih baik dibandingkan metode ydmma. Pengaruh atas
perubahan penerapan metode ini dalam catatanag@i@ash keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (full disclusure)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap inforyaag dibutuhkan oleh
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh penggaparan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar mukan the face)aporan keuangan atau catatan
atas laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar (Fair presentation)



Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporafisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas lapkeaangan. Faktor
pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangaerlukan ketika
menghadapai ketidakpastian peristiwva dan keadasente. Ketidakpastian
seperti itu diakuai dengan mengungkapkan hakiket d;ngkatnya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunamamagkeuangan.
Pertimbangan yang sehat mengandung unsur kehaihgiada saat
melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastiamingga aset atau
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kdaa tidak dinyatakan
terlalu rendah. Namun demikian, pengguna pertimdangehat tidak
memperkenalkan misalnya : pembentukan cadangaenibtslyi, sengaja
menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaahreatbu sengaja
memcatat kewajiban atau belanja yang terlampauwitireghingga laporan

keuangan menjadi tidak netral.

C. Tujuan dari Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan APB statement No. 4 (AICPA) tujuan umiaporan

keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuargesil, usaha dan perubahan
posisi keuangan secara wajar sesuai dengan pringpg berlaku
umum.sedangkan tujuan khususnya adalah memberikéormiasi tentang
kekayaan, kewajiban bersih, proyeksi laba, perubdekayaan dan kewajiban,
serta informasi lainnya yang relevan.

Secara garis besar tujuan umum penyajian laporamang@an oleh

pemerintah daerah adalah :



1.

Untuk memberikan informasi yang berguna dalam lentkeputusan
ekonomi sosial, politik serta berbagai bukti peggumgjawaban
(Accountability) dan pengolahan (Stewardship).

Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk gessaluasi kinerja
managerial dan organisasi.

Secara khusus tujuan penyajian laporan keuanganpel@erintah daerah

menurutAbdul Halim Tanjung (2004 : 26) adalah :

1.

Memberikan informasi keuangan untuk menentukan oemprediksi
aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumbertiagasial jangka
pendek unit pemerintahan.

Meberikan informasi keuangan untuk menentukan dampnediksi
kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perabgterubahan yang
terjadi di dalamnya.

Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kaekesesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan, kontrak gdaiy disepakati, dan
ketentuan lain yang disyaratkan.

Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengaaggserta untuk
memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaarbsuntaya ekonami
terhadap pencapaian tujuan operasi.

Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja apanal dan
organisasional :

a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aksfisehingga

memudahkan analisis dan melakukan perbandinganadekgteria



yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kiperjade-periode
sebelumya, dan dengan unit pemerintah lain.

b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiengrapi, program,
aktifitas dan fungsi tertentu dalam unit pemeriatah

c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktifidey fungsi serta
efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target.

d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (Equity)

D. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah
1. Sistem Pencatatan

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukupencatatan dan
pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suegangsasi. Yang dimaksud
dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasiamsaksi ekonomi, agar
dapat membedakan mana transaksi yang bersifat skalam mana yang tidak.

Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitagy yaerhubungan
dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi yaitgattemenggunakan satuan
uang. Oleh karena itu semua transaksi akuntansshdinyatakan dalam satuan
uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelotida transaksi ekonomi
tersebut melalui penambahan atau pengurangan olelbes daya yang ada.
Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan dapdteuangan yang
merupakan hasil akhir proses akuntansi. Untuk ntendpal tersebut pemerintah
juga membuat ketentuan dalam bentuk SAP (Standantaksi Pemerintahan).

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip4priadsuntansi yang diterapkan



dalam menyusun dan menyajiakan laporan keuangarerpiagm(SAP No. 24
Tahun 2005).

Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dgpagakan, yaitu:

1. Single Entry
Sistem pencatatan single entry sering disebut jdegagan sistem
pencatatan tata buku tunggal atau tata buku sakanbsistem ini,
pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan rensatu kali.
Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akartatipada sisi
penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurand@ms akan
dicatat pada sisi pengeluaran.

2. Double Entry
Sistem pencatatan double entry juga sering disebtd buku
berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini addesist dan kredit.
Setiap pencatatan menjaga keseimbangan persanssaraantansi.

3. Tripel Entry
Sistem pencatatan tripele entry adalah pelaksapaacatatan dengan
menggunakan sistem pencatatan double entry, ditanmdeEngan
pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itugnéara sistem
pencatatan double entry dijalankan, sub bagian pkuo#n/bagian
keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaisgbut pada
buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akafelbgada sisi
anggarar{fAbdul Halim, 2002 : 37).

2. Dasar Pengakuan



Pengakuan adalah proses untuk secara formal meatatamemasukkan
suatu pos dalam akun dan laporan keuangan e(itasid E. Kieso, 2002 : 3).
Dasar pengakuan adalah penentuan kapan suatu ksandmatat. Untuk
menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunb&ebagai sistem/basis/dasar
akuntansi.
Menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002 Dasar Akumtearbagi empat
yaitu:
1. Basis Kas (Cash Basis)
Basis kas, seperti yang telah diuraikan sebelummyanetapkan
pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya Hadakwapabila
transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada d@hila suatu
transaksi belum menimbulkan perubahan pada kasa tnaksaksi itu
tidak dicatat.
2. Basis Akrual (Accrual Basis)
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengalosaksi dan
peristiwva lainnya pada saat transaksi dan peristtwaerjadi (dan
bukan hanya pada saat kas atau setara kas diiamnadibayar).
3. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)
Basisi kas modifikasian mencatat transaksi dengeisikas selama
tahun anggaran, dan melakukan penyesuaian pada #kinin
anggaran berdasarkaan basis akrual.

4. Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis)



Basis akrual modifikasian mencatat transaksi denganggunakan
basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu danggwnakan basis

akrual untuk sebagian besar transaksi.

E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Selain menggunakanasumsi dasar, laporan keuangan memiliki
karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yangembuat informasi dalam
laporan keuangan berguna bagi pemakai.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalalurdn-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansiirsgdea dapat memenuhi
tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normyiig diperlukan agar laporan
keuangan pemerintahan dapat memenuhi kualitas y#kghendaki menurut
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentangl&takkuntansi Keuangan
Pemerintah:

1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatan relevan apabila nrder yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaamengmbantu
mereka mengevaluasi peristiva masa lalu atau masadan memprediksi
masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksielakibsi mereka di
masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan vyarigvare dapat
dihubungkan dengan maksud pengunanya. Informagi ydevan :
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
b. Memiliki manfaat prediktif (prediktive value)
c. Tepat waktu dan lengkap

2. Andal



Informasi dalam laporan keuangan bebas dari peageyang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap faktaraegujur, serta dapat
diferifikasi. Informasi yang andal memenuhi karaisti :
a. Penyajian Jujur
b. Dapat Diferifikasi (verifiability)
c. Netralitas

3. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan d&hin berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebgduratau laporan
entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingpatdlilakukan secara
internal dan eksternal. Perbandingan secara intelapat dilakukan bila
suatu entitas menetapkan kebijakan akuntansi yama slari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan leitditas yang
diperbandingkan dengan menerapkan kebijakan aksintgang sama.
Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebhijailauntansi yang
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkgmda periode terjadinya
perubahan.

4. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keungan dagipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istdaly disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengtisesuaikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan linghupngerasi entitas

pelapor, serta adanya kemauan untuk mempelafarmasi yang dimaksud.



A. Unsur Laporan Keuangan
Menurut peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 bkahaporan

keuangan pemerintah terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sennlalokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleghepatah pusat/daerah
yang menggambarkan perbandingan antara anggarareal&ésasinya dalam satu
periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara laggsleh pelaporan realisasi
anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transf@m pembiayaafPeraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Pernyataan No. 1 Paragraf 33).
b. Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 R&ra&8§ dalam
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjelaskahwa neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pataparengenai asset,
kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentnadd merupakan laporan
yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (PetalerDaerah) pada suatu
titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elememefeyang menyusun entitas
tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagat paosisi keuangan suatu
entitas.

Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang usiemyentitas
tersebut. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahaattfan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 Lampiran 1lIB tentang penyajian neracaméintah Propinsi,

Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut :



Tabd. I1. |
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas
NERACA
Per 31 Desember 20xx

No Uraian 200x+1 | 200x

1 | ASSET

2 | ASSET LANCAR

3 Kas di Daerah XXX XXX

4 Kas Di Bendahara Pendahara XX XXX

5 KAS Di Bendahara Penerimaan XXX XXX

6 Investasi Jangka Pendek XXX XXK

7 Piutang Pajak XXX XXX

8 Piutang Retribusi XXX XXX

9 Bagian Lancar Pinjaman Kepala Perusahaan XXX XXX
Negeri

10 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah XXKXX

11 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat XXXXXX

12 Bagian Lancar Pinjaman Kpd Pemerintah Daerah Lainny xxx XXX

13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX

14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan XXX XXX

15 Bagian Lancar Tuntutan Gaji Rugi XXX XX

16 Piutang Lainnya XXX XXX

17 Persediaan XXX XXX

18 Jumlah Asset Lancar (3-17) XXX XXX

19 INVESTASI JANGKA PANJANG

20 Investasi Nonpermanen XXX XXX

21 Pinjaman kpd Perusahaan Negara XXX XXX

22 Pinjaman kpd Perusahaan Daerah XXX XXX

23 Pinjaman kpd Pemerintahan Daerah Lainnya XXX XXX

24 Investasi dalam surat utang Negara XXX XXX

25 Investasi dalam proyek pembangunan XXX XXX

26 Investasi nonpermanent lainnya XXX XXX

27 Jumlah investasi non per manent (21-26) XXX XXX

28 Investasi Permanen XXX XXX

29 Pernyataan modal pemerintah daerah XXX XXX

30 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX

31 Jumlah investasi Per manen (29-30) XXXX XXXX

32 Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31) XXX XXX

33 | ASSET TETAP

34 Tanah XXX XXX

35 Peralatan dan mesin XXX XXX

36 Gedung dan bangunan XXX XX

37 Jalan, irigasi dan jaringan XXX XXX

38 Asset tetap lainnya XXX XXX




39 Konstruksi dalam pengerjaan XXX XX

40 Akumulasi penyusutan (xxx)]  (xxx

41 Jumlah Asset Tetap (34-40) XXX XXX

42 | DANA CADANGAN

43 Dana Cadangan XXX XXX

44 Jumlah Dana Cadangan (43) XXX XXX

45 | ASSET LAINNYA

46 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX

47 Tuntutan Perbendaharaan XXX XXX

438 Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX

49 Kemitraan dengan pihak ketiga XXX XX

50 Asset tak Berwujud XXX XXX

51 Asset lainnya XXX XXX

52 Jumlah Asset Lainnya (46-51) XXX XXX

53 Jumlah Asset (18+32+41+44+52) XXXX XXXX

54 | KEWAJIBAN

55 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

56 Utang perhitungan Pihak ketiga (PPK) XXX XXX

57 Utang Bunga

58 Bagian lancar dalam negeri-pemerintan pusat XXX XXX

59 Bagian lancar dalam negeri-pemerintah daerah lainny|  xxx XXX

60 Bagian lancar dalam negeri-lembaga keuangan bank X XX XXX

61 Bagian lancar dalam negeri-lembaga keuangan bukamxx XXX
bank

62 Bagian lancar dalam negeri-obligasi XXX XXX

63 Bagian lancar utang jangka panjang lainnya XXX XKX

64 Utang jangka pendek lainnya XXX XX

65 Jumlah kewajiban jangka pendek (57-65) XXX XXX

66 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

67 Utang dalam negeri-pemerintan pusat XXX XXX

68 Utang dalam negeri- pemerintah daerah lainnya XXX XX X

69 Utang dalam negeri-lembaga keuangan bank XXX XXX

70 Utang dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank XXXXXX

71 Utang dalam negeri-obligasi XXX XXX

72 Utang jangka panjang lainnya XXX XX

73 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68-73) XXX XXX

74

75 | EKUITAS DANA

76 | EKUITAS DANA LANCAR

77 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) XXX XXX

78 Pendapatan yang ditangguhkan XXX XXX

79 Cadangan piutang XXX XXX

80 Cadangan persediaan XXX XXX

81 Dana yang harus disediakan untuk pembyaran ytarngx XXX
jangka pendek




82 Jumlah Ekuitas Dana L ancar (78-82) XXX XXX

83 | EKUITAS DANA INVESTASI

84 Diinvestasikan dalm investasi jangka panjang XXX X XK

85 Diinvestasikan dalam asset tetap XX XXX

86 Diinvestasikan dalam asset lainnya XX XXX

87 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran uytangx XXX
jangka panjang

38 Jumlah Ekuitas Dana I nvestasi (85-88) XXX XXX

89 | EKUITASDANA CADANGAN

90 Diinvestasikan dalam dana cadangan XXX XXX

91 Jumlah Ekuitas Dana Cadanga (91) XXX XXX

92 JUMLAH EKUITASDANA (83+89+92) XXX XXX

93 | Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana (75+93) XXXX XXXX

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

a. Aktiva (Assets)

Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan aieilild oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwva masa thln dari mana manfaat

ekonomi dan social dimasa depan diharapkan dapsgradeh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukamdsatuan uang, termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk edéglyan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipeldarena alasan sejarah

dan budaya.

Asset dapat diklasifikasikan sebagai asset latkar |

1. Diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, dimiliki untuk dijual

dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau
Berupa kas dan setara kas
Asset lancar yang dimaksud dalam pengertian dinagiputi :

1). Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bang getiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeriitak juga meliputi



seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHDUang
Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkagghi tanggal
neraca awal masuk kwitansi pembelian barang dayepainan uang muka
yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belangghitanggal awal
neraca. Saldo simpanan di bank yang dapat dikakagosebagai kas
adalah saldo simpanan atau rekening di bank yarapssaat dapat ditarik
atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalamgepgan kas ini
juga termasuk setara kas yaitu investasi jangkdglegang sangat likuid
yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas daika perubahan nilai
yang signifikan, yang mempunyai masa jantuh tempogy pendek
misalnya 3 bulan atau kurang dari tanggal peroleyan
2). Investasi Jangka Pendek

Investasi pemerintah yang segera dapat dikonveesijadi kas
disebut dengan investasi jangka pendek. Pos-pestasi jangka pendek
antara lain deposito berjangka 3 sampai dengan ulanbdan surat
berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasgkanpendek diakui
pada saat kepemilikan terjadi yakni pada saat nmaaebukti investasi.
Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nanyaitu sebesar nilai
yang tertera pada sertifikat (bukti investasi). #ansahaan dan pencatatan
investasi jangka pendek dilakukan oleh Kementriandatgan.
3). Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pganan dari

entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutanigeldimpokkan menjadi



Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagiancdma Pinjaman
kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional, BagiancharnTuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang PdgkPiutang lainnya.
4). Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk baassug
perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk olamtdy kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang yang kdud&an untuk
dijjual atau diserahkan dalam rangka pelayanan leepadsyarakat.
Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apdipé&oleh dengan
pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengamproduksi sendiri
dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara hmnnseperti
donasi/rampasafBAP Nomor 24 Tahun 2005).
5). Aset Tetap

Asset tetap adalah asset berwujud yang mempungsa manfaat
lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiati@bam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat unhiasanya asset
tetap terdiri dari :
2. Tanah
3. Peralatan dan Mesin
4. Gedung dan Bangunan
5. Jalan, Irigasi, dan Jalan
6. Aset Tetap Lainnya

7. Kontruksi Dalam Pengerjaan



Asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolelsset aetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan metode penyusutaet aetap yang
digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonatau
kemungkinan jasa yang akan mengalir kepemerintdhi iasing-masing
periode diakui sebagai pengurang tercatat assgt tn diinvestasikan
dalam asset tetap.

b. Kewajiban (Liabilitas)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwase lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumidga ekonomi pemerintah.
Kewajiban timbul umumnya karena konsekuensi pelaaia tugas atau tanggung
jawab untuk bertindak yang terjadi di masa laluwkgban dapat dipaksakan
menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yaeggikat atau peraturan
perundang-undangan. Praktek yang terjadi selamgaocia umumnya kewajiban
yang dicatat dalam pembukuan pemerintah hanya uiamgy berasal dari
pinjaman. Oleh karena itu untuk dapat menyajikasaselengkap seluruh utang
yang dimilikinya, pada saat penyusunan neraca ipartkali pemerintah harus
dilaksanakan kegiatan inventarisasi atas selurahgutyang ada pada tanggal
neraca tersebut.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasiknenjadi kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utaegnepintah harus
diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar sketlahg untuk memberikan
informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemah. Utang dicatat sebesar

nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, utatapenata uang asing dijabarkan



dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan meaggn kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.
c. EkuitasDana
Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemeringahgnrmenampung
selisih antara asset dan kewajiban pemerintaheRaitas danna terdiri dari tiga
kelompok, yaitu :
1. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara adeagan
kewajibann jangka pendek/lancar. Kelompok Ekuitamd@Lancar antara
lain terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), Sikabih Pembiayaan
Anggaran (SILPA), Pendapatan yang DitangguhkanaGgah Persediaan
dan Dana yang harus disediakan untuk pembayarag jg#agka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan patabriyang
tertanam dalam investasi jangka panjang, assqt, tden asset lainnya,
dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Potendiri dari :
a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaemgipakan akun
lawan dari Investasi Jangka Panjang.
b. Diinvestasikan dalam Asset Tetap, yang merupakam dkwan dari
Aset Tetap.
c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakamdawan Aset
Lainnya.

3. Ekuitas Dana Cadangan



Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan peategang
dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengaatyvan perundang-
undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Daada@Ggan.

3. Laporan ArusKas

Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluaddtasetara kas pada
bendahara umum daerah. Penyajian laporan arusdaahauntuk menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selam#&dpertertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,estasi asset non keuangan,
pembiayaan, dan non anggataidul Hafiz Tanjung, 2006 : 196).

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, estasi asset non
keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikéormasi yang
memungkinkan para pengguna laporan untuk menilaggreih dari aktifitas
tersebut terhadap posisi kas dan setara kas peaterinfopmasi tersebut juga
dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan aktaitas operasi, investasi
asset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Dalam laporan arus kas, yang dimaksud kas tidakgehterbatas pada kas
itu sendiri, tetapi juga mencakup investasi jangkadek yang sangat likuid.
Dengan demikian istilah kas dalam laporan arusikiasdalah uang tunai dan
setara kas. Setara kas dimiliki untuk memenuhi koem kas jangka pendek,
bukan untuk investasi atau tujuan lain. Investasubmemenuhi syarat sebagai
setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo daddtu tiga bulan atau kurang
dari tanggal perolehannya. Dengan demikian invedeam bentuk saham tidak

termasuk setara kas, kecuali substansinya setara ka



4. Catatan AtasL aporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagiantigiakgterpisahkan
dari laporan keungan. Untuk tujuan umum, setiap &as harus mempunyai
referensi silang dalam catatan atas laporan kemafbdul Hafiz Tanjung,
2006 : 206).

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agaafageuangan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatagmhatuk pembaca tertentu
ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karana laporan keuangan
mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyt&@ngsi kesalahpahaman
diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpamamaporan keuangan
harus di buat catatan atas laporan keuangan yangi beformasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami laporan keualgag dimaksud
dengan pengguna adalah masyarakat, legislativdyagampengawas, pemeriksa,
pihak yang memberi atau berperan dalam proses idoirasestasi, dan

peminjaman serta pemerintah.

B. Perbedaan Antara Akuntans Pemerintahan Dengan Akuntans
Perusahaan

Akuntansi pemerintahan :
a. Tidak terdapat laporan laba rugi sebagai bagiaaréapkeuangan, tetapi
tetap ada laporan hasil operasi.
b. Terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnalk umbggaran yang

telah disetujui.



c. Menggunakan akuntansi dana dan berbagai jenisdigpa digunakan.

d. Pengeluaran modal dilaporkan baik dalam laporaacagmaupun dalam
laporan operasional.

e. Sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan petabrin

f. Perkiraan “modal” diganti “saldo dana”

Akuntansi perusahaan :

a. Menghasikan laporan laba rugi sebagai salah sagiarfbalari laporan
keuangan.

b. Tida ada perkiraan anggaran (non budgetary acem)nsiehingga tidak
ada jurnal untuk anggaran.

c. Semua asset, kewajibandan ekuitas merupakan dadsaa.

d. Pengeluaran modal hanya dilaporkan dana neraca.

e. Tidak terlalu dipengaruhi peraturan pemerintah.

f. Ada perkiraan modgBahtiar Arif, 2002 : 8).



BAB I11
GAMBARAN UMUM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PELALAWAN

A. Sgarah Singkat Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten
Pelalawan

Kabupaten Pelalawan yang dibentuk berdasarkan ndanJndang
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang eemukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokdm, Hiabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten tamaSingingi dan Kota
Batam. Kabupaten Pelalawan sebelum pemekaran tekmdalam wilayah
Kabupaten Kampar.

Dengan posisinya yang sangat strategis, karenidédan Lintas Timur
Pulau Sumatera dan memiliki sumber daya alam yangdk, dan potensial untuk
dikembangkan, namun sampai sekarang belum dim&afaatan dikelola secara
optimal, untuk itu Kabupaten Pelalawan merupakaratayang sangat potensial
untuk dikembangkan.

Dalam mengatasi keterlambatan pembangunan di Kébugelalawan,
Pemerintah Daerah telah berupaya meningkatkan peguban sarana dan
prasarana sehingga dapat untuk meningkatkan késejah masyarakat. Hal ini
sejalan dengan peningkatan pelaksanaan aparatueripghan yang lebih

berdaya guna dan berhasil guna,bersin dan bertagggyawab.

38
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B. VISl dan MISI Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabuaten
Pelalawan

Dalam rangka mencapai arah dan sasaran dari peormd<abupaten
Pelalawan yang berkesinambungan, maka PemerintabraaKabupaten
Pelalawan mempunyai Visi yaitu :

“Terwujudnya kabupaten pelalawan yang maju dan skjara melalui
pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung olpartanian yang
unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakatang beradat,
beriman, bertagwa dan berbudaya melayu tahun 2030”

Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai unsur pekakpamerintah
daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ry@mpunyai tugas pokok
adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tudaisiaiig Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum telah menetapkan yang selaras
dengan keadaan lingkungan serta perubahan — pambamng ada dan selaras
dengan visi induk organisasinya.

Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalaadalah :
“Pelopor dan penggerak pembangunan di bidang pgaan umum,
pemukiman dan penataan ruang menuju masyarakat majan sejahtera
tahun 2030 ”
Visi dari Dinas Pekerjaan Umum merupakan arah yaemgdak ditempuh
untuk masa yang akan datang yang bersifat Abstrelka untuk menetapkan

alasan keberadaan tugas pokok dan fungsi OrganBass Pekerjaan Umum
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Kabupaten Pelalawan dinyatakan dalam Misi DinaseRa&&n Umum Kabupaten
Pelalawan adalah sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internalamigasi maupun
pelayanan kepada publik.
b. Mewujudkan pengelolaan sumber daya pengairan darbexr daya air
secara berdaya guna dan berhasil guna.
c. Mewujudkan pelayanan jaringan transportasi darat dia yang dapat
menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan.
d. Mewujudkan pemamfaatan pemukiman dan tata ruangasefengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
e. Mewujudkan penataan bangunan yang berwawasan ulwggk dan
penyediaan air bersih serta prasarana lingkungag s@hat.
f. Mewujudkan seluruh kawasan yang bebas dari perdaampadan
membangun pertamanan yang indah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupatatawan Nomor
07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi danKexja Dinas Daerah
Kabupaten Pelalawan, bahwa Dinas Pekerjaan Umurahadmsur pelaksana
pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepalaa®inyang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah bertanggung jespsnia Bupati melalaui
Sekretaris Daerah.
1. Sekretariat
2. Bidang Bina Teknik

3. Bidang Tata Ruang.
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4. Bidang Bina Marga.
5. Bidang Cipta Karya.
6. Bidang Pengairan.

7. Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kaleap&elalawan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabuptkiawan Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan iFDimgs Pekerjaan Umum
Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :
Tugas
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakessamu Pemerintahan
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembaditusidang pekerjaan
umum dan pemukiman.
Fungsi :
1. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, g®omdan
penataan ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umuwnynpmahan dan
penataan ruang;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pekerjaan
umum, perumahan dan penataan ruang;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilpataksanaan kegiatan
bidang bina marga, cipta karya, pengairan, binaikekata ruang serta

kebersihan dan pertamanan;
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5. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis DinagjRakdJmum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatia dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaamurd Kabupaten
Pelalawan, masing — masing Bagian dan Bidang meyaptugas atau kewajiban
sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalaaror 26 Tahun 2009
tentang Pejabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerifmaam Kabupaten
Pelalawan sebagai berikut :

1. KepalaDinas
Kepala Dinas selaku Kepala Satuan Kerja Perangkeatrdd mempunyai
tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikanngemelalikan,
mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dsesuai dengan
kewenangannya.
2.  Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusgpnagram dan
rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pendandakrta evaluasi
pelaksanaan tugas Dinas. Sekretariat mempunyasifung
a. Penyusunan rencana dan program kerja pengeloladayapan
kesekretariatan;
b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan programn d
penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang seqaadugr

c. Perumusan kebijakan pelayanan administrative Dinas;
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d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahapesteawasan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkundapt8eat Dinas;
e. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umam imah
tangga Dinas;
3. Bidang Pengairan.

Bidang pengairan mempunyai tugas melaksanakagsebtugas kepala
dinas pekerjaan umum dibidang pembangunan prasal@maarana pengairan,
pengawasan dan pengendalian serta bimbingan télsasg pengairan berupa
bangunan air dan jaringan irigasi, pengelolaan mEmanfaatan sumber daya air
(sungai, rawa, pantai dan danau), penyediaan kir sbagai tugas dekonsentrasi
dan urusan pemerintah daerah kabupaten yang mdngas dan kewenangan
dinas pekerjaan umum

Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengairampon@yai fungsi :

a. Penyusunan program kerja bidang pengairan berdasarkncana
strategis dan program kerja tahunan Dinas;

b. Pelaksanaan perencanaan umum dan teknis bidangianglan
sumber daya air;

c. Penyiapan usulan rancangan peraturan daerah tesuarger daya air;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaarat&egbidang
pengairan dan sumber daya air;

e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pengairansaaber daya

air;
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f.  Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pembangunan,linaeas,
pengelolaan dan pengawasan kegiatan dibidang pangdén sumber

daya air;

4. BidangBinaMarga.

Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tigpala Dinas
Pekerjaan Umum dibidang bina marga sebagai tugksndentrasi dan urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi tugas k#svenangan Dinas
Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Bina Mamgampunyai
fungsi :

a. Penyusunan program kerja bidang bina marga bekdasaencana
strategis dan program kerja tahunan Dinas;

b. Pelaksanaan perencanaan umum dan teknis jalaemidagan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peguoinam, dan
pemeliharaan jalan dan jembatan, jalan kabupadtam kota dan jalan
desa;

d. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran detdaok aftar
Usulan Kegiatan;

e. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan bidang Bina Marga;

5. Bidang CiptaKarya.
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakaragsah tugas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dibidang pembangundwoa@an dan perdesaan,
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air minum, air limbah, drainase, pemukiman, bangugadung, penyehatan

lingkungan dan perumahan sebagai tugas dekonsetdrasirusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten yang menjadi tugas dan kewenddigas Pekerjaan Umum.

fungsi :

a.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Giptga mempunyai

Penyusunan program kerja bidang cipta karya berkisarencana
strategis dan program kerja tahunan Dinas;

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar bangunamggeeimerintah
dan rumah dinas;

Pelaksanaan perencanaan umum dan teknis pembanpeariataan
dan perdesaan, air minum, air limbah, drainase ugeamnan, bangunan
gedung dan perumahan.

Penyiapan usulan rancangan peraturan daerah bldangtakaryaan
dan perumahan.

Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prassaanaarana
perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbahnasa, pemukiman,
bangunan gedung dan perumahan;

Pelaksanaan monitoring dan pengendalian teygladang cipta karya;
Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalalbéhang

keciptakaryaan dan perumahan guna menyiapkan bak&mjuk

pemecahan masalah

6. Bidang K ebersihan dan Pertamanan.
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Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugasinmmskan,
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi progrhidatig kebersihan dan
pertamanan melalui sinkronisasi kebijaksanaan,dinasi dan pembinaan dengan
fungsi sebagai perencana teknis pengelolaan kebersdan pertamanan,
pelaksana operasional terhadap pemberdayaan mestyadan pemanfaatan
lainnya dibidang kebersihan dan pertamanan, seriggndali teknis operasional
perizinan dan pelayanan di bidang kebersihan datarpanan sebagai tugas
dekonsentrasi dan urusan Pemerintah Daerah Kalupat® menjadi tugas dan
kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Iséizr dan
Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan program kerja tahunan di bidang kebersidan
pertamanan melalui uraian kegiatan perencanaanelip@m dan
pengembangan, kegiatan pengelolaan pertamanan egmtdn
pengelolaan kebrsihan;

b. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk t@emgelolaan di
bidang kebersihan dan pertamanan;

c. Perumusan uraian tugas dan fungsi bidang kebersidwampertamanan
berdasarkan rincian kegiatan dan urusan kepada haawaesuai
rencana kerja dinas;

d. Perumusan penertiban terhadap administrasi peagelotli bidang

kebersihan dan pertamanan;
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e. Perencanaan sistematika kerja pada tugas dan fukegiatan
perencanaan, penelitian dan pengembangan, keg@agelolaan
pertamanan dan kegiatan pengelolaan kebersihan raseca
berkesinambungan;

f.  Pelaksanaan pengembangan tugas dan fungsi padaatakegi
perencanaan, penelitian dan pengembangan, keg@agelolaan
pertamanan dan kegiatan pengelolaan kebersihan;

g. Perencanaan peningkatan kemampuan teknis pengeldiabidang
kebersihan dan pertamanan.

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporamadagpengelolaan
di bidang kebersihan dan pertamanan,;

I. Pelaksanaan kerjasama partisipatif dalam mengerkbanggas dan
fungsi di bidang kebersihan dan pertamanan;

J- Pelaksanaan penggalian sumber-sumber pendapatarbidding
kebersihan dan pertamanan;

Bidang Tata Ruang.

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan dan kegiatan survey, pesrgapemetaan,
pengendalian dan inventarisasi tata ruang dan kawasmukiman di
dalam daerah kabupaten.

b. Memproses penerbitan izin yang menyangkut pemamnfaatang dan
pendirian bangunan, administrasi pertanahan, mataksn kebijakan

strategis operasionalisasi rencana tata ruang kemsisategis;
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c. Menyelenggarakan keterpaduan sistem permukimasag@aa, system
ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupunguanbuka non
hujau, melaksanakan pembangunan dan penataantewbola hijau;

d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pengetusembipaan dan
pelaksanaan penataan ruang dan pengendalian dukbagan
kerjasama dengan kabupaten lain dalam rangka pdrageyan
wilayah dan pemukiman sebagai tugas dekonsentrasi wtusan
Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi tugaskelaenangan
Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ratng mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Tata Ruang beidasdRencana

strategis dan program kerja tahunan Dinas;

b. Pelaksanaan proses pemberian izin pemanfaatan sesugi dengan

RTRWK Kabupaten;

c. Penyiapan bahan usulan rancangan peraturan daetahgbpenataan

ruang di tingkat kabupaten;

d. Pelaksanaan proses pembatalan izin pemanfaatary ryemg tidak

sesuai dengan RTRWK Kabupaten;

e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi perigebar luasan

informasi penataan ruang;

f. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wildgahkawasan

strategis daerah;
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g. Pelaksanaan pemantauan tentang kebijakan stratagigpengendalian
tata ruang bangunan dan pemukiman;

h. Penyusunan pedoman dan standar perencanaan pemaangdaerah
kecamatan/desa,;

i. Penyusunan rencana tata ruang bangunan mencakupaaig ibukota
Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;

j. Penyiapan bahan wusulan rancangan peraturan daesatang
penanggulangan kebakaran;

k. Pelaksanaan kegiatan survey tata ruang ibukota pédén dan lIbukota
Kecamatan;

|. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan inventarisasisaa dan tata
ruang Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;

m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemantauarakgaglaan
pembangunan daerah skala kabupaten, kecamatameskan d

n. Pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaliagatvtertinggal,
pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;

0. Pelaksanaan kegiatan survey bangunan dan pemukilpakota
Kabupatendan Ibukota Kecamatan;

p. Pelaksanaan proses izin mendirikan bangunan dankpean Ibukota
Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;

8. BidangBina Teknik.
Bidang Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakaragiab tugas

Pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam perumusam pklaksanaan



50

kebijakan perencanaan umum, menyusun rencanagsstagncana program kerja

tahunan, monitoring, pengendalian, evaluasi dampoehn serta inventarisasi

kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan darruatey, pemeliharaan dan

pengelolaan perbekalan/peralatan, pembinaan teklds jasa konstruksi

berdasarkan tugas dekonsentrasi dan urusan Pemhebakerah Kabupaten yang

menjadi tugas dan kewenangan Dinas PekerjaanUmum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Balaik mempunyai

fungsi :

a.

Penyusunan perencanaan umum, rencana strategt@naelinvestasi
program jangka menengah, dan program kerja tahDireas Pekerjaan
Umum sesuai dengan Rencana Strategis PemerintamalDadan
Program Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian aaalisis hasil
pelaksanaan program guna pengembangan rencanagistradan
program kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan ataayi
pembangunan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum,;

Pelaksanaan penyusunan laporan bulanan, triwularag@ran kenerja
pelaksanaan program kerja tahunan Dinas Pekerjaamti;)
Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan dastuksi;
Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyajiandet informasi
guna menyusun rencana strategis, rencana invgstagram jangka

menengah dan program kerja tahunan Dinas Pekégjam;



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan menjadi acuan
bagi masyarakat, para anggota legidatif, yudikatif, lembaga pemeriksa dan
pengawas, pihak yang berperan dalam proses pinjaman dan investas serta dari
pihak pemerintah sendiri.

Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan
dan kewagjiban yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas
laporan keuangan pemerintah disetiap entitas pelaporan sektor publik diseluruh
Indonesia, yang mana pelaksanaannya mulai berlaku sgjak pengelolaan keuangan
anggaran pemerintah tahun 2005.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam pelaporan keuangan
pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan,

maka berikut ini penulis akan membahas permasal ahan tersebut sebagai berikut :

A. Analisa Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (Pekerjaan Umum) Kabupaten

Peldawan dalam mempertanggungjawabkan keuangan hanya menyagjikan
Laporan Realissi Anggaran sgja karena Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
(Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan tidak melakukan penyusunan neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan

51
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Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Agar semakin jelas, berikut penulis akan menjelaskan contoh laporan

keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Redisasi Anggaran merupakan dokumen yang disampaikan

Kepaa Daerah dihadapan sidang paripurna DPRD sebagai pengantar perhitungan

APBD. Laporan Redlisasi Anggaran pada dasarnya memuat tentang Kinerja

keuangan daerah dan ringkasan realisass APBD yang disgjikan dalam Laporan

Realisasia Anggaran. Contoh formatnya sebagai berikut :

Tabel V.1

Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember

cnci Realisasi
. Anggaran | Realisasi|

No Uraian 50x1 20x1 (%) 20x0
1 | PENDAPATAN
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XX XX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XX XXX
5 Pend. Hasil pengelolaan kekayaan XXX

daerah yang dipisahkan XXX XXX XX
6 Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XX XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 XXX XXX X XXXX

s/d 6)
8
9 | PENDAPATAN TRANSFER
10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

DANA PERIMBANGAN

11 Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
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12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XX XXX
13 Dana Alokasi Umum XXX XXX XX XXX
14 Dana Alokas Khusus XX XX XX XXX
15 Jumlah Pendapatan Transfer dan XXX XXX X XXXX
Perimbangan (11 s/d 14)
16
17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT —
LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XX XXX
19 Dana Penyesuaian XXX XXX XX XXX
20 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat — — XXX X XXXX
Lainnya (18 s/d 19)
21
22 | TRANSFER PEMERINTAH
PROPINSI
23 Pendapatan Bagi Hasil Pgjak XX XX XX XXX
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XX XX XX XXX
25 Jumlah Transfer Pemerintah XXX XXX X XXXX
Propinsi (23 s/d 24)
26 Total Pendapatan Transfer XXXX
(15+20+25) XXXX XXXX XX
27
28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH
29 Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX
30 Pendapatan Dana Darurat XX XX XX XXX
31 Pendapatan Lainnya XXX XX XX XXX
32 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang XXXX
Sah (29 s/d 31) XXXX XXXX XX
33 JUMLAH PENDAPATAN — XXX X XXX
(7+26+32)
34
35 | BELANJA
36 BELANJA OPERASI
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37 Belanja Pegawai XXX XXX XX XXX

38 Belanja Barang XXX XXX XX XXX

39 Bunga XXX XXX XX XXX

40 Subsidi XXX XXX XX XXX

41 Hibah XXX XXX XX XXX

42 Bantuan Sosia XXX XXX XX XXX

43 Jumlah Belanja Operasi XXX XX X XXXX

44

45 | BELANJA MODAL

46 Belanja Tanah XXX XXX XX XXX

47 Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX XX XXX

48 Belanja Gedung dan Bangunan XX XX XX XXX

49 Belanja Jaan, irigasi, dan Bangunan XX XX XX XXX

50 Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XX XXX

51 Belanja Asset lainnya XXX XXX XX XXX

52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) XXX XX X XXXX

53

54 | BELANJA TAK TERDUGA

55 Belanja Tak Terduga XXX XXX XX XXX

56 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 XX XX - XXX
s/d 55)

57 JUMLAH BELANJA XXX — X —

(43+52+56)

58

59 | TRANSFER

60 TRANSFER HASIL KE DESA

61 Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX

62 Bagi Hasil Retribusi XXX XXX XX XXX

63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XX XX XX XXX
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64

JUMLAH TRANSFER

XXX
HASIL KE DESA (61 s/d 63) XXX XXX XX
65
66 SURPLUS/DEFISIT (33-64) XXXX XXXX XX XXXX
67
68 | PEMBIAYAAN
69
70 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
71 Penggunaan SILPA XXX XXX XX XXX
72 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
73 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang XXX XXX X XXX
Dipisahkan
74 Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah
XXX XXX XX XXX
Pusat
75 Pinjaman Daam Negeri-Pemerintah
: XXX XXX XX XXX
Daerah Lainnya
76 Pinjaman Dalam  Negeri-Lembaga
XXX XXX XX XXX
Keuangan Bank
77 Pinaman Dalam  Negeri-Lembaga XX XX X XXX
K euangan Bukan Bank
78 Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi XX XX XX XXX
79 Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya XXX XXX XX XXX
80 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada XXX
Perusahaan Negara XXX XXX XX
81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada XXX
Perusahaan Daerah XXX XXX XX
82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada XX XX X XXX
Pemerintah Daerah Lainnya
83 Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)
84
85 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN
86 Pembentukan Dana Cadangan XX XX XX XXX
87 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XX XX XX XXX
88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XX XX - XXX

Negeri-Pemerintah pusat
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89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XX XX XXX
Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya

90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX

: XXX XXX XX

Negeri-Lembaga K euangan Bank

91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Lembaga Keuangan Bukan XXX XXX XX XXX
Bank

92 Pembgyarar_l P_okok Pinjaman Daam XX XXX X XXX
Negeri-Obligas

93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX

A XXX XXX XX

Negeri-Lainnya

94 Pemberian Pinjaman kepada XXX
Perusahaan Negara XXX XXX XX

95 Pemberian Pinjaman kepada XXX
Perusshaan Daerah XXX XXX XX

96 Pemberian Pinjaman kepada XXX XX X XXX
Perusahaan Daerah Lainnya

97 Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96) XXX XXX XX XXX

98 PEMBIAYAAN NETO (83 - 97) XXX XXXX XX XXXX

99

100 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran XXXX
(66+98) XXXX XXXX XX

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
2. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi
kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam Iaporan ini perubahan posisi kas akan
dilihat dari tiga sisi yaitu dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Berikut
penulis akan menampilkan laporan arus kas Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya

Air Kabupaten Pelalawan untuk tahun anggaran 2008-2009.




Tabel. IV. 2

Dinas Bina Marga dan Sumber DayaAir

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2009
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No Uraian 2008 2009
1 | ArusKasdari Aktifitas Operasi
2 | Arus Kas Masuk
3 Pendapatan Pajak Daerah 3.451.383.503,50 587.708.989,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 0 851.577.500,00
5 Pend. Hasil pengelolaan kekayaan 0 0
daerah yang diserahkan
6 Lain-lain PAD yang sah 0 0
7 Dana bagi hasil pajak 0 0
8 Danabagi hasil sumber dayaalam 0 0
9 Danaaokasi umum 0 0
10 Danaaokas khusus 0 0
11 Dana Otonomi Khusus
12 Dana Penyesuaian 0 0
13 | Pendapatan Bagi Hasil Pgjak 0 0
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0 0
15 Pendapatan Hibah 0 0
16 | Pendapatan Dana Darurat 0 0
17 Pendapatan Lainnya 0 0
18 0 0
19 | LAIN_LAIN PENDAPATAN
YANG SAH
20 Hibah 0 0
21 Dana Darurat 0 0
22 Lainnya 0 0
23 Jumlah Arus Kas Masuk 3.451.383.503,50 1.439.28648
24
25 | Arus Keluar Kas Dari aktivitas
Operasi
26 Belanja Pegawai 7.404.316.349,00 9.234.192.004,00
27 Belanja Barang 27.073.686.620,21 23.755.256.722,05
28 Belanja Bunga 0 0
29 Balanja Subsidi 0 0
30 BelanjaHibah 0 0
31 Belanja Bantuan Sosia 0 0
32 | Arus Keluar Kas dari Aktivitas
Investasi Aset Non Keuangan
33 Belanja Tanah 480.807.000,00 0
34 Belanja Peralatan dan Mesin 657.891.100,00 1.537.465.000,00
35 Belanja Gedung dan Bangunan 74.069.025.034,01 59.900.168.200,40
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36 Belanja Jalan, Irigasi, dan| 107.282.737.784,17 | 150.091.781.908,55
Jaringan

37 Belanja Asset Tetap Lainnya 11.665.000,00 4.918.000,00

38 Belanja Aset Lainnya 204.546.000,00 47.190.300,00

39 | BELANJA TAK TERDUGA 0 0

40 TOTAL BELANJA 217.184.674.887,39| 244.570.972.188

41 | SURFLUS/DEFISIT (213.733.291.383,89)(243.131.685.646,00

Sumber : Data Olahan Tahun Anggaran 2008-2009
3. Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Laporan neraca melaporkan laporan yang memberikan gambaran utuh
suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan
tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering
disebut sebagai potret posis keuangan suatu entitas. Berikut penulis akan
menampilkan laporan neraca Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten

Pelalawan untuk tahun anggaran 2008-20009.

Tabel. IV. 3
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
NERACA
Per 31 Desember 2009
No Uraian 2008 2009
1 | ASSET
2 | ASSET LANCAR
3 Kas di Daerah 0 0
4 Kas Di Bendahara Pendahara 16.732.098,00 196.576.645,00
5 KAS Di Bendahara Penerimaan 0 0
6 Investas Jangka Pendek 0 0
7 Piutang Pajak 0 0
8 Piutang Retribusi 0 0
9 Bagian Lancar Pinjaman 0 0
10 Bagian Lancar Tagihan 0 0
Penjualan Angsuran
11 Bagian Lancar TT/VRR 0 0
12 Piutang Lainnya 0 0
13 Persediaan 529.314.180,00 377.190.512,13
14 Jumlah Asset Lancar 546.046.278,00 573.767.158,
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15 | INVESTASI JANGKA
PANJANG
16 Investasi Nonpermanen
17 Pinnaman  kpd  Perusahaan 0 0
Negara
18 Pinjaman  kpd  Perusahaan 0 0
Daerah
19 Pinjaman kpd Daerah Lainnya 0 0
20 Investas dalam surat utang 0 0
Negara
21 Investas dalam proyek 0 0
pembangunan
22 Investasi nonpermanent lainnya 0 0
23 Jumlah investasi non 0 0
permanent
24 Investasi Permanen
25 Pernyataan modal pemerintah 0 0
daerah
26 Investasi Permanen Lainnya 0 0
27 Jumlah investasi Permanen 0 0
28 Jumlah Investasi Jangka 0 0
Panjang
29 | ASSET TETAP
30 Tanah 796.777.000,00 796.777.000,00
31 Peralatan dan mesin 3.938.032.880,00 7.427.529.980,00
32 Gedung dan bangunan 76.579.469.889,47 225.415.054.192,72
33 Jalan, irigasi dan jaringan 103.688.523.731,52 | 354.104.334.795,00
34 Asset tetap lainnya 184.969.000,00 184.969.000,00
35 Konstruksi dalam pengerjaan 228.874.818.370,00 46.501.538.032,39
36
37
38 Jumlah Asset Tetap 414.062.650.871,36  634.48G3.200,00
39 | DANA CADANGAN
40 Dana Cadangan 0 0
41 Jumlah Dana Cadangan 0 0
42 | ASSET LAINNYA
43 Tagihan Penjualan Angsuran 0 0
44 Tuntutan Perbendaharaan dan 0 0
ganti rugi
45 Kemitraan dengan pihak ketiga 0 0
46 Asset tak Berwujud 0 0
47 Asset lainnya 0 0
48 Jumlah Asset Lainnya 0 0
49 Jumlah Asset 414.608.697.149,36  635.003.97045%8

50
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51 | KEWAJIBAN
52 | KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK
53 Utang PFK 0 0
54 Utang Bunga 0 0
55 Bagian lancar utang jangka 0 0
pendek
56 Bagian lancar utang jangka 0 0
pendek lainnya
57 Utang jangka pendek lainnya 0 0
58 Jumlah kewajiban jangka 0 0
panjang
59 | KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG
60 Utang dalam negeri-pemerintan 0 0
pusat
61 Utang kepada- pemerintah 0 0
daerah lainnya
62 Utang kepada-lembaga 0 0
keuangan bank
63 Utang dalam negeri-lembaga 0 0
keuangan non bank
64 Utang dalam negeri-obligas 0 0
65 Utang jangka panjang lainnya 0 0
66 | Jumlah  Kewajiban  Jangka 0 0
Panjang
67
68 | EKUITAS DANA
69 | EKUITAS DANA LANCAR
70 Sisa Lebih Pembiayaan | -213.733.291..389,89 | -243.131.685.646,00
Anggaran (SILPA)
71 Pendapatan yang ditangguhkan 0 0
72 Cadangan piutang 0 0
73 Cadangan persediaan 529.314.180,00 377.190.513,13
74 Dana yang harus disediakan 0 0
untuk pembyaran utang jangka
pendek
75 Jumlah  Ekuitas Dana| -242.754.495.132,00 -213.203.977.203,
Lancar
76 | EKUITAS DANA INVESTASI
77 Diinvestasikan dam investas 0 0
jangka panjang
78 Diinvestasikan dalam asset tetap | 414.062.650.871,00 | 634.430.203.000,74
79 Diinvestasikan dalam  asset 0 0

lainnya
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80 Dana yang harus disediakan 0 0
untuk pembayaran utang jangka
panjang
81 Jumlah  Ekuitas Dana| 414.062.650.871,00 634.430.203.000,74
Investasi
82 | RKPPKD
83 RKPPKD 213.750.023.481,89 | 243.328.262.291,00
84 Jumlah RPPKD 213.750.023.481,89 | 243.328.262.291,00
85 JUMLAH EKUITAS | 414.608.697.149,36§ 635.003.970.158,87
DANA
86 | JUMLAH UTANG DAN | 414.608.697.149,36 635.003.970.158,87
EKUITAS DANA

Sumber : Data Olahan Tahun Anggaran 2008-2009
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, maka seharusnya
penyusunan laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Kabupaten Pelalawan harus sesuai dengan contoh di atas. Tetapi pada pemerintah
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan dalam
mempertanggungjawabkan keuangannya hanya ada Laporan Realisasi Anggaran
sgjayang telah sesuai dengan contoh format di atas.
4, Catatan atas Laporan Keuangan
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan
keuangan biasanya disgjikan dengan susunan sebagai berikut :
a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-
undang APBN/Perda APBD
b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
c) Kebijakan akuntansi yang penting
i. Entitas pelapor
ii. Basisakuntans yang mendasari penyusunan laporan keuangan
iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan
iv. Kesesuaiaan kebijakan-kebijakan akuntans yang diterapkan

dengan ketentuan-ketentuan pernyataan standar akuntansi
pemerintahan oleh suatu entitas pel apor
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v. Setiap kebijakan akutans tertentu yang diperlukan untuk
memahami |aporan keuangan.
d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
i.  Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan
ii.  Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar
akuntansi pemerintahan yang belum disgjikan dalam lembar muka
laporan keuangan.
€) Pengungkapan pos-pos aset dan kewgjiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrua atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelapor yang
menggunakan basis akrual
f) Informas tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum

daerah (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005).

Pemerintah pada pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Kabupaten Pelalawan belum menerapkan Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan
Atas Laporan keuangan. Ini disebabkan keuangan pada Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan masih dikelola oleh bagian keuangan

SEKDA Kabupaten Pelalawan.

B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk membuat suatu gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah
daerah kita harus mengetahui APBD Pemerintah Daerah yang beris tentang
jumlah Pendapatan Asli Daerah selama satu tahun anggaran.

Data yang dikumpulkan berupa Laporan Realisas Anggaran pada Dinas
Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Pelalawan dari tahun anggaran 2008
sampa tahun anggaran 2009. Berikut ini akan dijelaskan bagaiman kondis
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan pembahasannya terhadap

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan.
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1. AndisisRasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Pelaawan

Rasio pertumbuhan adalah aa untuk mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah dalm mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Ini dapat
dilihat dengan membandingkan persentase periode tahun terakhir dengan periode
tahun sebelumnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk komponen sumber
pendapatan dapat digunakan potensi mana yang dapat diperhatikan.

Tabel IV. 4

Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Pelalawan
Tahun Anggaran 2008-2009

No Keterangan 2008 2009 % Pertumbuhan
1 | Pendapat Adli Daerah | 26.536.771.150 | 41.273.624.301 155.53 %
2 | Tota Pendapatan 715.454.350.521 | 786.351.907.842 109.90 %

Sumber: Data Olahan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaan 2008-2009
Berikut ini adalah perhitungan analisis Rasio Pertumbuhan APBD
Kabupaten Pelalawan:
a. Rasio Pertumbuhan PAD terhadap APBD.

_ 41.273.624.301
26.536.771.150

X 100 % =155.53%

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Terhadap APBD

_ 786.351.907.842

= x100% =109.90%
715.454.350.521

Bardasarkan Tabel 1V.4 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhn APBD
Kabupaten Pelalawan pada tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009
menunjukkan  pertumbuhan yang positif  meskipun  kecenderungan

pertumbuhan dalam pendapatan berkurang.
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2. Anaisis Terhadap Laporan Kegiatan

Pada laporan kegiatan terdapat nilai kontrak dengan jumlah nominal
sebesar Rp. 283.717.359.906,30 sedangkan redisasinya hanya Rp.
205.177.162.742,75. Ini berarti target yang telah ditetapkan pada nilai kontrak
tidak bisatercapai.

Berikut ini adalah perhitungan Rasio Efektifitas dari nilai kontrak pada

Laporan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelal awan:

Efektifitas = — e 1009
Nilai Kontrak

Rasio efektifitas nilai kontrak pada laporan kegiatan :

Efektifitas = 205.177.162.742,75. % 100%

283.717.359.906,30

=72.32%

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwarealisasi keuangan terhadap
nilai kontrak adalah sebesar 72,32%. Seharusnya nilai kontrak harus terealisas
seluruhnya atau sebesar 100%, berarti terdapat selisih persentase sebesar 27,68 %
hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat di bawah ini :

1. Faktor dam atau lingkungan yang menyebabkan proyek tersebut tidak
dapat dilanjutkan seperti terjadi banjir dilokasi pembangunan proyek.
2. Masyarakat tidak bisa menerima dengan adanya pembangunan tersebut.

3. Disebabkan karena putus kontrak.
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C. Pemahaman Terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten
Pelalawan ternyata belum memahami terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah
yang memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kondisi tersebut perlu
diteliti dan dianalisa sedemikian rupa dalam rangka untuk melihat berbagai faktor
penyebab dan penghambat belum terlaksananya sistem Akuntansi Pemerintahan
seperti yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka seharusanya Dinas Bina Marga
Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan harus bisa memehami terhadap
laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang meliputi : Laporan Realisasi anggaran,
Penyusunan Neraca Pemerintah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Tetapi pada Pemerintah Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Kabupaten Pelalawan hanya membuat |aporan Realisasai Anggaran sgja.

Dalam pernyataan Anggaran, masing-masing unit kerja sudah membuat
anggaran pendapatan dan anggaran belanja unit kerja berdasarkan visi, mis,
tujuan, tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dilampirkan oleh Dinas Bina
MargaDan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan ke dalam laporan Realisasai

Anggaran.
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PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada
bab-bab sebelumnya, maka penulis perlu menarik suatu kesimpulan dan dari
kenyataan yang ditemui sepanjang analisa dalam kasus ini, maka akan digjukan
pula beberapa saran yang mungkin dapat diperlukan oleh pemerintah pada Dinas
Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Peladawan dalam pelaporan

keuangannya.

A. Kesimpulan
1. Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan

dalam bentuk laporan keuang berupa Neraca, Laporan Realisas Anggaran,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut
harus disusun dan disgjikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,
namun pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan
hanya ada L aporan Realisasi Anggaran sgja.

2. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisas
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondis keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiens
suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan. Karena setigp pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan serta hasil yang

dicapai secara sSistematis dan terstruktur untuk  kepentingannya.
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3. Sumber pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Bina
Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan berasal dari dana APBD
Kabupaten Pelalawan. Penyusunan APBD tersebut dengan menerapkan sistem
anggaran berbasis kinerja yang perlu mendapatkan dukungan dari semua
pihak, karena dengan sistem keuangan daerah ini prinsip akuntabilitas dan

transparansi anggaran menjadi perioritas utama.

B. Saran-saran
Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut :

1. Dalam membuat laporan keuangan seperti yang diatur pada Peraturan
Pemerintah dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Bina Marga Dan
Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawvan harus membuat Neraca yang
menggambarkan nilai aktiva maupun pasiva, hutang dan moda pada suatu
periode tertentu, dan juga harus membuat Laporan Arus Kas yang menyajikan
informasi laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam
suatu periode tertentu, serta harus membuat juga Catatan Atas Laporan
Keuangan yang merupakan pengungkapan atau penyagjian informas atas
berbagai kebijakan dan prinsip akuntansi yang diterapkan.

2. Sebaiknya aparatur Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten
Pelalawan harus dilatih dalam menerapkan laporan keuangan pemerintah,
sehingga laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat disgjikan

dengan tepat dan sesuai dengan perundang-undangan.
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3. Bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan,
pemerintah dan jgjarannya harus meningkatkan kinerja dan sumber daya
manusia yang lebih kompetitif, karena semua keputusan yang akan diambil
sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, sebagai akibat
dari pelaksanaan otonomi dearah. Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga perlu
lebih insentif lagi dalam mensosiaisasikan penyusunan APBD dengan sistem
berbasis kinerja, sehingga apa yang telah direncanakan dalam APBD dapat

terealisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan.
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